Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik

	PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK
	PERUBAHAN/PENAMBAHAN

	Pada mengingat 
· Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
· Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi Dengan Online Single Submission (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 77);


BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Sekretaris Daerah adalah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, menyusun kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan mengoordinasikan dinas daerah dan badan daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kewenangan Daerah Kabupaten. yang menjadi 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP, adalah perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menunjukkan pelayanan yang satu dengan pelayanan lainnya terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 12. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan sebagai bentuk Pelayanan Publik yang diterima atau untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.




Pasal 5 ayat 2
Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepolisian Resor Sumedang;
b. Kejaksaan Negeri Sumedang;
c. Kantor Kementerian Agama Sumedang;
d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang;
e. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang;
f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
g. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
h. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Jawa Barat;
i. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat;
j. Dinas PMPTSP;
k. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
n. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
o. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
p. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
q. PT. POS Indonesia Wilayah Sumedang;
r. PT. PLN (Persero) Unit Penanganan Pelayanan Pelanggan (UP3) Sumedang;
s. BPJS Kesehatan Cabang Sumedang;
t. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang;
u. PT. Taspen Persero;
v. Bank bjb Cabang Sumedang;
w. Bank BRI Cabang Sumedang;
x. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang; dan 
y. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.


Pasal 6 
(1) Kepala Dinas PMPTSP bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan operasional MPP.
 (2) Kepala Dinas PMPTSP menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP. 
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
 (4) Kepala Dinas PMPTSP membuat laporan secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan terhadap pelaksanaan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
	Dalam mengingat dirubah :
· Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2021 nomor 222)
· Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang













































































Penambahan pada Ketentuan Umum
9. Gerai Pelayanan dan atau Mini MPP adalah tempat pemberian pelayanan dari  Organisasi Penyelenggara di MPP.

10. Pelayanan Bergerak adalah pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi


























Perubahan pasal 5 ayat 2
Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:


a. Kepolisian Resor Sumedang;
b. Kejaksaan Negeri Sumedang;
c. Kantor Kementerian Agama Sumedang;
d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang;
e. Dinas Penanaman  Modal dan  Pelayanan terpadu SatuPintu Provinsi Jawa Barat;
f. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
g. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Jawa Barat;
h. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat;
i. Dinas Penanaman  Modal dan  Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
j. Badan   Pengelolaan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten Sumedang;
k. Dinas   Tenaga   Kerja   dan   Transmigrasi   Kabupaten Sumedang;
l. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten Sumedang;
m. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
n. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
o. Dinas      Sosial,      Pemberdayaan      Perempuan      dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
p. PT. POS Indonesia Wilayah Sumedang;
q. BPJS Kesehatan Cabang Sumedang;
r. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang;
s. PT. Taspen Persero;
t. Bank bjb Cabang Sumedang;
u. Bank BRI Cabang Sumedang;
v. Perusahaan  Umum  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat Bank Sumedang;
w. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.
x. Pengadilan Negeri Sumedang
y. Pengadilan Agama Sumedang
z. Puspaga DPPKBP3A
aa. Dinas Perhubungan
ab. Unit Pengadaan Barang/Jasa
ac. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung 







































Ketentuan Pasal 6 ditambah 5 ayat berbunyi sebagai berikut:

(5) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
a. pelayanan langsung;
b. pelayanan secara elektronik
c. pelayanan mandiri; dan/atau
d. pelayanan bergerak.
(6) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
(7) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(8) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
(9). Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan atau Gerai Pelayanan (Mini MPP) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.






